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BUPATI KABUPATEN ACEH SINGKIL
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PERATURAN DAERAH K- '"PATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 15 TAHU 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA

DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAITMAT TUITAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEII S1G JIL

L +u dengan meningkatnya Perkem sangan penyclenggmaan Perner inialian
uan Pembangunan khususnya dibidang Perikanan akan  menuntut pula
Pecungkatan mutu pengaturan dan pel _anan masyarakal secara berdaya guna
dinP-rhasil guna, maka dipandang pe: "1 untuk membuat  Susunan Organisasi
dan . atakerja Dinas Perikanan Kabup: <n Acch Singkil.

bahwa sesuai dengan maksud Keputusan Menteri Dalain Negeri Nomor 6
Tahun 1994 Tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan
Daerah, maka untuk maksud tersebut dipandang perlu menctapkan dalam
suatu Peraturan Daerah.,

Undang-undang Nomgr 24 Tahun 19356 tentang Pembentuban Piopinsi
Dnerab Istimewa Acel (J.embaran Negara Tahun 1956 Nomer 64. tambahan
Lembaran Negara Nomor 1103);
Lindang-undang Nomor 9 Tahun 1985 teniang Perikanan;
Unding-undang Nomor 14 Tahun 1998 tenlang Pembenlukon Kabupaten
Ageh Singkil (Lembaran Negara Notic r 48 Tahun 1999, 1ambahan Lembaga
Negara Nomor 3827).
Uncang-undang Nomor 22 Tahun 198 teatang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instanst Vertikal di Dacrah;
Peraturan Pemerintah Nomor 435 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan
Otonomi Dacrah dengan titik berat pada Daeral Tingkat IT;
Keputusan Mentert Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Organisasi
dan Tatakerja Dinas Dagrab;
Keputesan Menteri Dalain Negernn Nomor 97 Tahan 1993 tentang Pola
* 7 :nisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;

-pulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pedoman
(' ranisasi dan Tatakerja Dinas Per®  nan Daerah.



Dengan Persetujuane
DEWAN PERWARTILAN RARY AT DAERATL T “BUPATEN ACET SINGNWIL

MEMUTUSK AN

Menctapkan PERATURAN DAERAHT KABUPATSN ACEH SINGKIL TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGA NISAST DAN TATAKERJA DINAS
FELYKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB 1
KETENTUAN I A
Pasul 1

Balam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud < ngarn :
i alislaby Yo alogaten, v il
rotaln ¥ Xnerah: sdadnly leepaln [ T | Piranghisl Daddaly Kilwpades
boo Singkil
o Euup&tl Kepala Dacrah adalal Bupati Acoh singkil,
i I

man Fraceal mlalah B ricinan Kabupaten Aceh Singd
A Lanid Senkanan Bhaerah adalah Besala Dinas Ferlkanan bobupaies
1L

[ TUnit Pclaksanan Tceknis Dinas (UPTD) adalah Unswr Pelaksana  Toknis
Operasionai Dinas Perikanan Kabupalen nceh Singkil, -
BAB 1
ORGANISASI
Bagian Pertam:
Kedudukan, Tugas dan ;'ungsi
Pasal 2

{i Perthanan Daciah merupaks  nsur pelaksana Pemervintah df bidang
man.
(2 ! v sparang baepala Tinas vang eradn
i g R Xl

Pasal 4

Upre convelenggarakan tugas tersebi sada pasal 3. Dinas Parikanan Daerah
Moo yal fungsi
A chinsan umum berdasarkan kebip  onaan yang ditetaphan ofch Gubermn

.v i Dacrah
b 1* mngan ieknis dibidang Petikanan
¢ Pumberian izin dan pembinaan usaha sesua dengan fugasnya
d  Penvoiuhan Ferikanan



“1n.

Pengamanan leknis sesuai dengan ugasnya.
Polaksanaan  pengkajian  poucrapan rcknologi anjuran  ditingkaf usaha
i T e WIS

1 ¢ icimaan yang meliputi segala us kAt sl

1o sersiapkan, mengelola, mencla I ISLILAE (L

jehn- seria program kerja dibidang fugasiya

Peluhavaan yang  melipuli scgala  usaha  dan kegiatan  uatuk
menyelenggatakan pelayanan Perihanan yang merata  bagi masvarakat

W] s e Lhment] meqpnda) uRaliy’ deml heghinage WLk Tl sanakan
4 perbaikan atas pelakaamann Higas poiok Ssulal dengan
e vangt diclhpean anerinlil Dderall Kobupitcn Aceh

singkil.

“hordinasi vang melipuli seluruh usoin dan kegiatan guna mewujudkan
ke ‘'uan dan Keserasian goi yaig - cerhubungan dengan pemcliharaan,
~ _atan pelayanan Perikanan.

I. -tugas lain yang diberikan oleh Vemerintah Daerah Kabupaten Acch
S Ml

Bagian kedua
Susunan Organisas
Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas Peiikanan Daecyah terdiri dari

(3)

Sut
keu

a. Kepala Dinas

h. Sub Bagian Tata usalia.

¢, Seksi Produksi.

. Scksi Penyuluban.

¢, seksi Usaha Tani/Nelayan,

. Cabang Dinas.

o, Unit Pelaksana Teknis Dinas.
., Kelompok Jabatan Fungsional.

Ragan susunan Organisasi Dinas Perikanan Dacrah adalah sebagaimana
tercantum datam lampiran dan bagian yang tidak terpisalikan darl Peraturai
Daerali ini

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata usaha
Pasal 6

sian Tata Usaha mempuwny  :_.. melaksanakan urusan PTCnLanNaIn.
~ 0 dan orusan Wnum



a  Menviapkan baban penvusunan repc aa, program  dan pelaporan sciia
.mbinaan organisasi dan tatalaksana

b, pAenviapkan bahan peagelolaan adminisirasi henangan.

f1eryiapkan pengurusan hepeeasvaian  perlenghapan, surat meyurai don

ey ingga

L]

sl 8

Sub Bagwn Tata Usaha (erdirvi dart -
a. urusan Perencanaan.

b Ulrusan Kcuangan

¢.  Urusain Linum.

Pasat 0

(13 Tirusan Perencanaan mempunya. | 1gas melpksanakan pengumpulan, analisis
© 1 pengkajian dala statislik pert nan, imEnviapkan bahan rumusan 1encana
Frl'rj il 1 o lv] e 16433 <] | Mgl o b i LA Ry Ty

by ldrpna  dar AFarus o it & T Wl e it PR IAKIR
felaksannannva .menyiapkan balizn lanoran dinas serta menyiapkan bahan
Pemiinaan organisasi dan tatalaksana

(2) Trwsan Keuwangan mempunyai tigas metaksanakan penviapan bahan
penyusunan Rencana Anggaran Pendlapatan dan Belanja Dinas, Pembukuan,
perhilungan anggaran dan verifikasi serta perbendaharaan.

(3} Yrusan Umum mempunyai tugas metakukan urusan kepegawaian, surat

menyutal dan  kearsipan, pengetikan scrla wusan tumah langga dan

perlengkapan
Bagian J.cempat
Selsi 'roduksi
Pasal 10
Sch oduksi mempunyai fugas metaksae e scbaglan tugas Dinas Perthonan

Dact. 'idang pembinaan produksi perii .
Pasal 11

['ntuk menyclenggarakan tugas  tetsebut  pada  pasal 10 Seksi Produks

munpuny &z fungsi:

a.  Melsksanakan imventavizasi, idenfifikasy  verivikasi  anahisis  pembinaan,
nengembangan dan pengendalian penanghapan ikan di laut dan i perairan
Hmum,

b. T “laksanakan invenlarisasi , identifikasi, verivikasi, analisis, pembinaan,
, . cembangan dan pengendalian budidaya ikan dilaul, an payau dan akr
il

C. laksanakan invenlarisasi, identifil i, wverivikasi, analisis, petnbinaan,

‘hangunon  dan pengendalian pomanfaatan sumberdaya  ikan  dan

- amgannya  vang melipuli pencegahan, serta pemberantasan  hama

penvakil, honservasi, serta rehabilifa<1 sumberdava ikan kritis dan langka serta

roncegallan dan penanggulangan  pencemaran perairan dalam kegiatan
chsteusilikasi. intensifikasi dan diversifikasy produksi perikanan.

;
o
i



Pasal 12

Seksi Pr. Gniksi terdivi dari ¢

H|

(1)

S+ Seksi Penangkapan Ikan
Suir $zksi Budidaya Ikan
Sub $eksi Sumberdaya jkan dan Linrkungan.

Pasal 13

Sub Scksi PPenangkapan Ihan meimpunyai tugas melakukan inventanisasi.
ideptifikasi, verivikasi, analisis, pembinaan dan pengembangan scria
pengendalian penangkapan ihan yang mengikuli pola produhksi penangkapan,
rehnologi penanckapan  ikanprasaranz  dan  sarana vang meliputi
o stensifikasi. intensifikasi dan diversif  »si penangkapan ikan di laut dan di
RETPEIN IR

S b Schsi Budidamva ikan mempw tugas melakukan inventarisasi,
Gen hasi. venvikasi  analisis, po anaan dan pengembangan  seila
».  .adalian budidaya ikan vang melipt ' pola produksi budidaya, tcknologi
o Tana senia prasarena dan satana var aeliputi cksicnsilikasi, intensilikast
daz . ersidikast budidava ikan

Sul Seks: Sumberdayva Tkan dan Linghis:2an mempunyai togas imventarisas:,
identifikasi. verfvikasi analisis, pembiiian dan pengendalian pemanfaatan
sumberdaya ikan dan lingkungan vang eliputi identifikasi dan pencntuon
peikirman polenst sumberdava  ikan.  pengawasan penangkapan ikan,
konservasi dan rchabilitasi sumberds- o ikan Lrifis dan  langka - scria
pencegahan dan penanggulang.n pencomaran perairan, pengendalian liama
dan penyakit dalom Kegiatan intensit™!osi, ckstensifikasi dan drversifikasi
i »duksi perikanan.

Bagian Kelima
Sekst Penvuluhan
Pasal 14

Sclsi Penyvuluhan memnpunyai tugas seoiaksanakan  scebagian tugas Dunes
Penkanan Daerah dibidang Penyuluhan Perikanan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas terscbut pada pasal 14 | Sohs
meprnunyat fungsi :

a

b

" ‘glaksanakan penyiapan dan pelaksann program, miethods dan
pe »uluhan scrta tekayasa sosial Jan . aomi

Pelalsanokan percncanaan, pendayagunaan dan bimbinzan
pen: uluhan

Nuinyan.

Mciaksanakan perencanaan dan per cadaan, peongeiolan dar bimbingan
pendayagunaan sarana penyuluhan.

Melaksanakan  perencanaan, pepuadaan.  pengelojzan  dan bimbingan
pengembangan malerj penyuluhan



Pasal 16

Sehsia . oainan terdied dari
a  Sul kst Tata Penyuluhan,
b seb Scksi Kelembagaan, Tenaga dan Saain

Pasai 17

(1) SubSchsi Tata Deayuluhan swompunyai ngas memberikan pelayanan tekais

i adivinesl = e | fudil (LT ek | {
dksanat Al T pering AN TR [

e, edeniaind {4 14T T vl (TR / T E R

snaan penyuluhan dan bimbmg.in suta supervisi pelaksaan pemyuluhan

(2} seksi Kelembagaan, Tenaga dan Sarana mempund al [Ugas menyusun

wna kebutihan dan mendayagunakan tenaga penyuluhan. merencanakan

Lo adakan dan wengelola sacane  penyalulun,  mempeabanyak doin

mens charkan maten penyuiuahan serta memberihan pelavanan teknis dan

administrasi kepada para pemyuluh Jdalama punbinaan dan pengembangan

kelembagaan pelani ikan ¢ nelayan. penyelonggataan kursus-kuisus pefant

ikan ¢ nelavan  penggunaan sarana penyuluhan dan perumusan seria
menyiaphan maleti penvuluhan.

Bagian Keenam
Seksi Usaha Tani /f Nev. an
Pasal 18

Sche  aha Tani/ Nelavan mempunyai tu_ s melaksanakan scbagian fugas Dinax
Perih o Daciah dibidans, pembinaan uso o tani/ nelayan

Pasal 19

Ualgd wenycdonggaralan lugas tersebul pada pasal 16, Sehal Thsahs Tant
Nelay an mempuns ai funest
s Aolahsanakan  analisis usaha perikanan, petani dhan - nolavan, bimbingan
pornidatan. pengololan dan kerjasasii usaha perikonan serla pelayanan
informasi. tata cara permabionan dan prosedur izin dan pengasvasan perizinan
usaha petihanan
b felaksanakan bimbingan tcknolegt pemanganan dan pe ngolahon  hasi
Lanag, pembinaan dan pengaw.asan mutu yang melipati produk, tenaga,
wma, prosedut dan mefhode pengujian serla unil pengolahan  hasil

Wi
v . ksanahan bimbingan dan pengembangan pemasatan hasit perikanan yang
w .uli analisis pasar , pemantauan dan penyebaran informasi pasar seria

p:ommi hasil perikanan untuk pemasaran didatam maupun luar negeri
Pasul 20

Schsi Lsaha Tani ¢/ Nelayan terdirt dae
S Schst Perizinan dan PPonsd sala
e St e 1oncodaban dan Ponb., 3 A uto

1 LR NS B § :.‘Ih.nul.ul



Pasal 21

(1) Sue Scksi Perizinan dan Pembinaan i saha mempunyai tugas mclakukan
an.lisis usaha perikanan. bimbingan pe wodalan, pengelolaan dan kKerjasama
usal : perikanan serta pelayanan dan poagawasan perizinan usaha perikanan
serta pelayanan informasi tata cara ~:rmohonan dan prosedur izin dan
pengawasan perizinan usaha perikanan

(2) Sub Scksi Pengolahan dan Pembinaan Mufu mempunyai tugas melakukan

bimbingan tcknologi penanganan  dan pengelahan hasil perikanan serta

poidawasan mutu yang meliputi produk, lenaga, sarana, proscdur dan
rzihode pengujian serta unit pensa!s” | hasil perikanan.

Sub  Scksi Pemasaran  memp. .pai sugas  melakukan  bimbingan  dan

pengembangan pemasaran hasil per onan yvang meliputi analisis pasar,

- antauan dan penyebaran infoimi:? pasar serla promosi hasil perikanan

ave L pemasaran di dalam maupun luar  cger.

Tad

~ BAB I
TABANG DINAS PERIKANAXN DATRAH
Bagian Perlama
Kedudukan Tugas dan Fungsl
Pasal 22

(1) Cabang Dinas Perikanan Dacrah merupakan unsur pelaksana Dinas Perikanan
Daerah yang mempunyat wi..yvah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan
dalam wilayah Kabupaten Aceh Singkil

{2) + abang Dinas Perikanan Daciali dipimpin oleh seorang kepala cabang vang
- ada dan bertanggung jawab : n " Kepala Dinas Perikanan Kabupaten

PPasal 23

Cabanyg Waag Perikanan Daetah mempu:. i tugas melaksonakan sebagian mgas
Dinas tertkanan Kabupaten di suata wilnizh atau beberapa wilayah kecamaiin
dalam Kabupaten Aceh Singkil

Pasal 24

Unwk menvelenggatalau (ugas tersebut pada pasal 23, Cabang Dinas Perihanan

Da-ah mempunyai tungsi :

a  felaksanakan penviapan baban pe.oncanaan pengembangan perkonsa O
s vah Rerjanya

b o Tsanakon koordinasi pelaksana.n hegiatan teknis dibidang produisi
+wan ¢ nelavan dan penyuluhar ; ciikanan di wilaxah kerjanva.

¢, ' wniapkan bahan penyusunan data listik.

d. P nsunan laporan pelaksanaan tugss ¢ abang Dinas Perikanan Daerai.



Bagian Ixedua
Susunan Org:inisus
Pasal 15

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinag Perikanan Dacral terdini dai ¢
a  Kepala Cabang Dinas
b, Urusan Tata Usaha,
¢ Sul Schsi Uisaha Tani / Nelavan
d  Sub Scksi Produksi

¢. Nelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bae  Susunan Cabang Dinas Por ™ 1 Dacrah dibentuk berdasaikan Kriteria
i apkan olch Menteri Dalain 1.

BAB IV
UNIT PELARKSANA T ANIS DINAS
Pasal 26

(1) Unit Pelaksanra Dinas menipunyai kedudukan sebagai unsui pelaksana teknis
operasional Dinas Perikanan Dagrah,

(2) Untt Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh scorang kepala vang betada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan Dacrah,

Trasal 27

(1) T Pehaksana Tehnis Dinas terds e ’
a  Unil Pelaksana Teknis Dinas budang Budidava Air Pavau ¢ Laut,
Unit Pelaksana Teknis Dinas bidane Dudidaya Air Tawar
it Pelaksana Teknis Dinas  bidang  DPelabubion dan Pangkalan
cadaratan Tkan
(  Unil Pelahsana Tehais Dinas bidang Laboratorium Pengujian Mulu IHasil
Penkanan.
(2) Pembentukan Unit Pelaksana Tekmis Dinas (UPTD) sebagaimana dimahsud
dalam ayat (1) berdasarkan kuiteria vane ditctapkan oleh Menteri Dalam
Negeri.

BADBAY
WELOVIPOK JABATA NGSTONAL
Pasal 28

(1; © "mpok Jabatan Tungsional d. lingkungan Diras Peorikanan Dacrah
e npunya tugas melakukan Kegiatan lehmis perikanan dibidang kealilian
NASING-Imasing.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana iers=but padz avat (1) dipimpin
oleh seorang tenaga fungsional senior selalm sun kel "-p-:)k vang bherada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinos 2iae hopada Kepala
Unit Pelaksana Teknis Dinas vang betsanyhuran



sal 29

(1) Kclompok Jabatan Fungsional dapat dibagi Ledalam sub-sub Lelompoh sesua
dengan kebutuhan dan  masing-masing  dipimpin olch scorang  tenana
[uugsional sentor

(2) fumlah Tenaga lungsional ditentukan berclasarkan sifat. jenis dan beban Ketgi
vang ada,

(3) ¥ binaan terthadap tenaga [uny onal dilakukan sesuai dengan peraturan

wJang-undangan yang berlaku,

BAB VI
PENGANGKATAN DALAM JABATAN
Pasal 30

(1) Kepala Dinas Perikanan Daerali diangkal dan thberhentikan oieh Gubernur
Kepala Daerah atas usul Bupali Repala Dactah, dengan  mendapal
pertimbangan Kepala Dinas Perikanan Provinsi Daci ah Istimowa Acch,

(2; wepala Unil Poiaksanan Teknis Dinas Peikanin Dacrah dianghal  dan
diberhentikan olel Bupati Kepals Daerah atas usul Kepala Dinas Per ikanan
Tl

21a Cabang Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala
2 ah atas usul Kepala Dinas Perikanan Dacrah,

BARVII
TATA KERJA
Pasal 31

Datam melaksanakan weas Dinas Perikonan  Daeral, Cabang Dinas Perikanan
Daeraly Unit Pelahsanan leknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prinsip koordinasi, intcgras: dan singkronisasi baik didalam maupun
ant=: satuan organisasi sesuai dengan fugas masing-masing,

Pasal 32

(1)~ pala Dinas Perikanan Daeral inclaksanakan tugasnya  ber daserhan
' ijaksanaan yang ditetapkan olch ubemur Kepala Daerah

(2) & ala Dinas Perikanan Daerah diwajibkan memberikan pelunjuk. membina,
nebimbing dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pulahsdis
vang berada dalam linglkunean dinasnya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 33

P'g, al yang memimpin satuan orz 21 dan tat
merakan Sekretaris Dinas Perikanin Daerah



Perubalim Oreanisasi dan Tata Rerja Dinas corihanan daciah dilakuhan bila wda
kelentuan lebih langui dari Pemerinia's Propinsi Dacrah Istimewa Aceh dan atau
Mottt Dalam Nugeri.

Tasal 35

Dalai,, hal Kepala Dinas tidak dapat m. akan lugasnva karena berlalangan
Kepr ginas dupal menunjuk Sub Dagian © va usaha arau salah sutu Kepala Seksi
vang 1.iua dan tertinggi pangkatnya univh mewakili Kepala Dinas dengan
persehyuan Bupali.

BADBIX
WNETENTUAN PERALIHAN
Pasal 36

Uik melaksanakan tugas tehnis aperasios: ™ Dinas Perfkanan provinsi di Dacrah
dapi. dilakukan oleh Dinas Perikani - oo herdasakan azas magas pembaniuan.

Pusal 37

el Dombentukan Cabang Dinas Per: . n Dagrah, dag Unil Pelaksiana teknis
Dmas * tapkan oleh Mlenleri dalam Neger

BABX
KETENTUAN PENLITCT
Pasal 38

1lal-hal lain yang belum diatwy Jalam Do, vuran Docraby ind sepaugjang mengenai
peraturan pelaksanasrmyva akan diaur [ Furjut dengan Keputusan Bupaii,

Tasul 39

Purar an Dactah ini mulai berfaku pada ity gal diundangkan, Agar supaya seliap
orar aengetaliuinya, memerintahkan pen  wdangan Peraturan Daerzh ini dengan
penvn. clawya dalam Lembaran Dacrah K. upaten Acel Singkil

DITETAPKAN D! : SINGKIL
BADA TANGGAL ¢ 21 JTUNI 2000,

BUDATI ACTIT SINGKIL

Cap/D.lo

H MAKMIT SYAHPUTRA, SEHL

Dilelapkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Acel: Singkil
Nomor 20 Seii D Nomor 7 Tahun 2000
Pada Tanggal 21 Juni 2000

/ An BUPATI ACEH SNGK.U..
[ ERAETARIE AL A
- ,___f*"f.ll '
i -'.-;." e L 15 I'\—"T.t. g
'IE'SETVL”L_ ~ !
= |
el =

QK. 1L NG 821.2/069/99 Tgl 22-7-1999.



HS

VALOJHVAS AWAVIN H
orgded

< HONIS HEOV ILVdNY

|

i

T =N
MW LVEWT
AR EN

|

VS
MWy PRS- FEL DR NYDHORIDNTT NY (1
WY MIrEs
AEA S e .:..ﬂ.....mun - NVFEL VAVD MION0s
: = ISNES 9ns
OLOW N = i) _I_
oy ged i P HITILA 20561 L
RYEVI0O8Ed YivL LWL L
ISMES 9ns ISYHS ans EXEs d40E
YEVE(
HY WS HVIELHLL R MVHL
MW MY MILITH S . Yiv] NY IV IONY N d I
NOEEE BN W i ISNES @NS
|} — I
NYHOWLANAL .
AVAY TN T rei Ty
LAOr.L YRR EWEA
IFNAE |_ .
|
NN NYDNYIEDL I NYVNYONTIId
N¥SOHEN NYSMEN _ NYEMmiIn
|
YHYSEN VIV
NYEYE 9018

0002 INOL T - TYOONYL
‘0007 NOHVYL &1 - HOWON
TRHONIS HOY dvd HYEdyd NV HLLYHESd Ny HIdAv T

7 SYNIU VIVdANA _

TINONIS HEDY NALVANEVYH
Ny D SYNIO
ISY SINYDHO NVYNNSNS NVOVd



